
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik

Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 14Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2851);

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 Peraturan

Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan Barang

Milik Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,

penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 te n ta ng

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara zDaerah

terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5934);



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAMANAN DAN

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 lenlang

Pengelolaan Barang Milik Negaraj Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

.. NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem baran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang

Penilaian Kembali Barang Milik Negaraj Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

. Nomor 175);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020

Nomor 9).

Menetapkan



merrumpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD,

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau

berasal dari perolehan Jainnya yang sah.

3. Bupati adalah Bupati Cirebon selaku pemegang

kekuasaan Barang Milik Daerah.

4. Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Cirebon.

5. Pengguna Barang adalah Kepala Perangkat Daerah.

6. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau

pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk

menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam

penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

7 .. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut

Pengurus Barang adalah Pejabat d a n y a ta u .Jabatan

Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus

barang.

8. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi

tugas menenma, menyimpan, mengeluarkan, dan

menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat

Penatausahaan Barang.

9. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional

Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan,

.mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah

pada Pengguna Barang.

10. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,

penatausahaan dan pengawasan dan pengendalian.

11. Penghunian adalah kegiatan urituk menghuni rumah

negara sesuai fungsi dan statusnya.



menatausahakan Barang Milik Daerah yang se suai

dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.

18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik

Daerah yang tidak digunakan u n tuk penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD dan/ atau optimalisasi Barang

Milik Daerah dengan tidak mengubah status

kepemilikan.

19. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh

pihak lain dalam jangka waktu terten tu dan menerima

imbalan uang tunai.

20. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang

antara pemerintah pusai dan pcrner intah daerah a ta u

an tar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu

tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu

tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.

danmengeloladalamBarangPengguna

12. Pengamanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk

membuat Barang Milik Daerah bebas dari bahaya, bebas

dari gangguan, tidak mengandung risiko, terlindungi

atau tersembunyi dan tidak dapat diambil orang.

13. Pengamanan Administrasi adalah kegiatan yang

dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk

menatausahakan dalam rangka mengamankan Barang

Milik Daerah dari segi administratif.

14. Pengamanan Fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh

pejabat yang ditunjuk untuk mengamankan Barang

Milik Daerah dan mencegah terjadinya kekurangan

barang meliputi penurunan fungsi barang, penurunan

jumlah barang, dan hilangnya barang.

15. Pengamanan Hukum adalah kegiatan untuk

mengamankan Barang Milik Daerah dengan cara

melengkapi dokumen status kepemilikan Barang Milik

Daerah.

16. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang

dilakukan agar semua Barang Milik Daerah selalu dalam

keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya

guna dan berhasil guna.

17. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh



pembiayaan lainnya.

22 .. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS

adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa ta na h

oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan

dan Zatau saran a berikut fasilitasnya, kemudian

didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka

waktu tertentu yang Lelah disepakati, untuk selanjuLnya

diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan zatau

saran a berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka

waktu.

23. Bangun Serah Guna yang selanjuLnya disingkat BSG

.adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah

oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan

dan/ atau saran a berikut fasilitasnya, dan setelah selesai

pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan

oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu

yang disepakati.

24. Kerja Sarna Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya

disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan

badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

.undangan.

25. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan

Barang Milik Daerah.

26. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik

Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian

dalam bentuk uang.

27. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang

Milik Daerah yang dilakukan an tara pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah,

atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain,

.dengan menerima penggantian utama dalam bentuk

barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

sumberataudaerahpendapatanpeningka tan

21. Kerja Sarna Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat

KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh

pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka



28. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar

pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada

pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

29. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik

dan y atau kegunaan Barang Milik Daerah.

30. Penghapusan adalah tindakan mcnghapus Barang Milik

Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan

keputusan dari pejabat yang berwenang untuk

membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang

dan / atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab

administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam

penguasaannya.

3l. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

32. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan

pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan

Barang Milik Oaerah.

33. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang

merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah.

34. '.Daftar Barang Milik Oaerah adalah daftar yang memuat

data seluruh Barang Milik Daer ah.

35. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat

data Barang Milik Oaerah yang digunakan oleh masing­

masing Pengguna Barang.

36. Oaftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang

memuat data Barang Milik Oaerah yang dimiliki oleh

masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

37. Tanah adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang

ada dibawahnya.

38. '.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan

konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,

sebagian atau seluruhnya berada di alas danz atau di

dalam tanah dan ' atau air, yang berfungsi sebagai

tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk

huriian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan,



kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun

kegiatan khusus.

39. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki

Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal

atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta

meriunjang pelaksariaan tugas pejabat dan/ atau

pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah.

40. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya

disingkat PSG adalah perizinan yang dikeluarkan dari

.pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung

atau perwakilannya.

41. Surat Izin Penghunian yang selanjutnya disingkat SIP

adalah keputusan yang menyatakan izin penghunian

rumah negara yang diterbitkan oleh Pengelola Rumah

Negara.

42. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor

milik daerah yang digunakan untuk pelaksanaan tugas

pejabat daerah dan Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III

di lingkungan Pemerintah Daerah.

43 .. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan

bermotor selain Kendaraan Dinas Jabatan yang

digunakan dalarn rangka menunjang tugas dan fungsi

orgamsasi.

44. Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud, yang

selanjutnya disebut ATB, adala h aset non keuangan

yang dapat diidentifikasi narnun tidak memiliki wujud

fisik serta dimiliki untuk digunakan secara langsung

atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintahan

dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan

..untuk tujuan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas

pada hasil kajiarr/ penelitian yang memberikan manfaat

jangka panjang, Perangkat Lunak (software) Komputer,

Lisensi, Waralaba (franchise), Hak Cipta (copyright),

paten, dan hak atas kekayaan intelektual lainnya.

45. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan

pendataan , pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan

Barang Milik Daerah.



BAB III

PENGAMANANBARANGMILIKDAERAH

Bagian Kesa tu

Umum

Pasal 4

(1) Pengamanan Barang Milik Daerah dilakukan untuk

menjaga dan melindungi Barang Milik Daerah yang

berada dalam penguasaan agar tidak hilang, beralih

kepemilikan yang tidak se suai ketentuan, tidak

diserobotj dalam penguasaan pihak lain, tid ak

digunakanj dimanfaatkan oleh pihak yang tidak

rnernpunyai hak dalam penggunaan Barang Milik

.Daerah.

Pengaturan tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang

Milik Daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan

Barang Milik Daerah secara tertib, terarah, efektif, efisien,

optimal, dan akuntabel.

Pasal 3

Pengaturan tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang

Milik Daerah dimaksudkan sebagai petunjuk dan pedoman

bagi Pengelola Barang dan Penggunaj Kuasa Pengguna

Barang dalam melaksanakan pengamanan dan

perneliharaan terhadap Barang Milik Daerah yang berada

dalam penguasaannya.

Pasal 2

BAB II

MAKSUD DANTUJUAN

46. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat

berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya

sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja

maupun lalai.

47. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses yang

dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara

.atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan

kerugian daerah.



Pasal 5

(1) Pengamanan administrasi terhadap Barang Milik

Daerah berupa Tanah, dilakukan dengan cara

..menghimpun, mencatat, menylmpan, dan

menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah

berdasarkan semua transaksi perolehan, perubahan

dan penghapusan secara tertib.

(2) Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai

berikut:

a. mencatat Barang Milik Daerah berupa tanah secara

manual maupun elektronik.

b. menyimpan dan melengkapi dokumen kepemilikan,

yaitu :

1. Sertifikat tanah, dengan pembuktian nama

pemegang hak Tanah atas nama Pemerintah

Daerah.

2. Jika tanah belum bersertifikat, dokumen

kepemilikan dilengkapi dengan dokumen lainnya

seperti :

a) Akta Jual Beli;

b) Keputusan Bupati tentang Pembentukan

Panitia Pengadaan Tanah, yang diperkuat

dengan surat keterangan dari Kepala

Desai Camat setempat;

c) Berita Acara Penelitian tentang hasil

musyawarah ganti rugi;

d) Akta pelepasan hak;

(2) Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengamanan administrasi;

.b. pengamanan fisik; dan

c. pengamanan hukum.

Bagian Kedua

Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Tanah

Paragraf 1

Pengamanan Administrasi



penggunaan tanah untuk tanah yang diperoleh

dari alih status penggunaan dari perangkat

daerah lain, dengan kelengkapan dokumen

berupa

a) Surat pernyataan kesediaan menerima;

b) Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang

Milik Daerah berupa tanah;

c) Keputusan penetapan status penggunaan;

dan

d) Pelimpahan dokumen pendukung

kepemilikan tanah.

statusalih

e) Daftar Nominatif;

I] Oaftar ganti rugi pembayaran/bukti kuitansi

pem bayaran;

g) Surat ukur;

h) Girik/ Letter C/ Kohir / Petuk D;

i) Peta pembebasan/gambar situasi z peta

rincikan/ledger jalan;

j) Surat pernyataan ahli war is tidak akan

menuntut dan surat keterangan dari

pemerintah setempat (clean and clearance);

k) Surat Pernyataan Tanggung Jawab

bermaterai yang ditandatangani oleh

Perigguna/ Kuasa Pengguna Barang yang

menyatakan bahwa tanah tersebut

digunakan dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi Pemerintahan Daerah.

3. Ookumen perolehan/pengadaan yang meliputi

an tara lain :

a) Kontrak/Surat Perjanjian Kerja;

b) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan

c) Surat Perintah Membayar dan Surat

Perintah Pencairan Dana.

4. Keputusan Bupati tentang



(tender) / pen unjukanlelangb) Risalah

langsung;

Pengelola

b) Bukti pembayaran, dan j atau bukti setor ke

Kas Daerah;

c) Berita Acara Serah Terima (BAST);

d) Surat pernyataan dari pihak ketiga untuk

bersedia bertanggung jawab dan

menanggung seluruh biaya pemeliharaan

dan pengamanan Barang Milik Daerah; dan

e) Keputusan pene ta pa n perubahan status

penggunaan tanah.

2. Perjanjian KSPjBGSjBSG, antara

PenggunajKuasa Pengguna Barang dengan

pihak ketiga dengan kelengkapan dokumen

berupa :

a) Surat persetujuan

Barangj Bupatij DPRD;

Pengelola

bersedia menghibahkan dari pemberi hibah;

c) Surat pernyataan kesediaan menerima;

d) Berita Acara Serah Terima (BAST); dan

e) Dokumen pendukung kepemilikan tanah.

6. Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan

(PSP).

7. Dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

c. menyimpan dan melengkapi dokumen perubahan

status penggunaan tanah, berupa :

1. Perjanjian sewa menyewa ' pinjam pakai dengan

pihak ketiga dengan kelengkapan dokumen

berupa :

a) Surat persetujuan

Barang/ Bupati/ DPRD;

tentang

5. Perjanjian hibah masuk dari pihak lainnya,

dengan kelengkapan dokumen berupa

a) Surat Pelepasan hak perorangan/masyarakat

ulayat dan surat-surat terkait lainnya

khusus dari pihak lainnya;

b) Surat Keputusan/ Pernyataan



Berita Acara Serah Terima (BAST).

2. Perjanjian hibah tanah keluar, dengan

keJengkapan dokumen berupa

a) Surat persetujuan Pengelola

Barangj Bupatij OPRD;

b) Surat keputusan ten tang pemberian hibah;

c) Surat pernyataan untuk bersedia menerima

dan mencatat dalam Oaf tar Kepemilikan

Barang penerima hibah;

d) Berita Acara Serah Terima (BAST); dan

e) Keputusan Bupati tentang penghapusan

selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah

tanggaJ Berita Acara Serah Terima (BAST).

3. Perjanjian tukar menukar dengan pihak lain

dengan kelengkapan dokumen berupa

a) Surat persetujuan Bupatij OPRO;

Pengelolaa) Surat persetujuan

Barangj Bupatij OPRO;

b) Surat pernyataan kesediaan menerima;

c) Berita Acara Serah Terima (BAST); dan

d) Keputusan Bupati tentang penghapusan

paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal

c) Bukti pembayaran, danj atau bukti setor ke

Kas Daerah;

d) Berita Acara Serah Terima (BAST);

e) Surat pernyataan dari pihak ketiga un tuk

bersedia bertanggung jawab dan

menanggung seluruh biaya pemeliharaan

dan pengamanan Barang Milik Oaerah; dan

f] Keputusan penetapan perubahan status

penggunaan tanah.

d. menyimpan dan melengkapi dokumen alih

statusjpemindahtanganan tanah, berupa :

1. Keputusan Bupati tentang alih status

penggunaan tanah untuk tanah yang diperoleh

dari pengalihan status penggunaan perangkal

daerah lain, dengan kelengkapan dokumen

berupa



Pengamanan fisik terhadap Barang Milik Daerah berupa

Tanah, dilaksanakan melalui Langkah-langkah sebagai

berikut:

a. pemasangan tanda letak tanah yang dilakukan melalui:

1. pembangunan pagar pembatas (tembok, besi, seng,

kawat berduri, dan r atau tanaman) dengan tinggi

minimall (satu) meter.

2. dalam hal pembangunan pagar belum dapat

dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran,

maka pemasangan tanda letak tanah d ilak uka n

Pasal 6

b) Peta situasi tanah dan pengganti a tau

gam bar bangunan;

c) Berita Acara Serah Terima (BAST);

d) Keputusan penetapan status penggunaan

tanah yang masuk;

e) Keputusan Bupati tentang penghapusan

selambat-lambatnya 2 bulan setelah tanggal

Berita Acara Serah Terima (BAST).

e. menatausahakan dokumen administrasi tanah

lainnya seperti :

a) Keputusan penetapan status penggunaan ta n ah ;

b) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

c) Kartu Identitas Barang (KIB) Tanah;

d) Catatan Mutasr/ Perubahan yang mencatat

perubahan yang terjadi pada KIB a ta u kar tu lain

yang sejerns;

e) Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik

Daerah;

f] Laporan Barang Milik Daerah Semesteran dan

Tahunan;

g) Posisi koordinat tanah berdasarkan GPS; dan

h) Gambar citra satelit./ drone .

.f. melaksanakan inventarisasi/ sensus Barang Milik

Daerah sekali dalam 5 (lima) tahun.

Paragraf 2

Pengamanan Fisik



5. dilengkapi dengan tulisan "DILARANG

MEMANFAATKAN TANAH TANPA SEIJIN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON" cat dasar

berwarna merah tulisan putih , dan dituliskan pula

ancaman pidana dan lain-lain apabila dibutuhkan.

6. pada kanan bawah dituliskan SHP Nomor, Kode ID,

Kode Lokasi dan Luas Tanah.

7. tinggi tiang minimal 180 sentimeter dari pe rm ukaa n

tanah dengan tiang pipa berdiameter minimal 2 (dua)

inchi yang ditanam menggunakan cor beton dengan

kedalaman minimal 0,50 (nol koma lima puluh)

meter dari perrriukaan ta na h .

8. melakukan penjagaa n langsung oleh satuan

pengamanan atau petugas yang ditunjuk.

melalui pembangunan patok penanda batas tanah,

baik patok beton maupun patok besi, dengan

ketentuan sebagai berikut :

a) Tinggi minimal 0,50 (nol koma lima puluh) meter

dari permukaan taria h ;

b) Kedalaman minimal 0,50 (nol koma lima puluh)

meter dari permukaan tanah;

c) Jarak an tara satu patok dan lainnya minimal

100 (seratus) meter atau disesuaikan dengan

kondisi tanah bersangkutan; dan

d) Diberi tanda kepemilikan, tulisan Pemerintah

Kabupaten Cirebon dan tahun perolehan.

b. pemasangan tanda kepemilikan tanah berupa papan

nama, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. dibuat dari bahan material yang tidak mudah rusak,

misalnya plat besi yang berukuran minimal lebar 80

(delapan puluh) centimeter dan pa njang 120

(seratus dua puluh) centimeter;

2. di cat dasar warna putih;

3. diberi tulisan "TANAH INI MILlKjDIKUASAI

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON" berwarna

hitam;

4. diberi gam bar logo Kabupaten Cirebon pada pojok

kiri;



Pasal 7

Pengamanan Hukum terhadap Barang Milik Daerah berupa

Tanah, dilaksanakan melalui :

a. melakukan pemprosesan sertifikasi tanah terhadap

seluruh tanah yang berada dibawah penguasaan

PenggunajKuasa Pengguna Barang;

b. untuk tanah yang memiliki sertifikat yang cacat hukum

supaya dilakukan sertifikasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

c. untuk tanah yang sudah bersertifikat namun belum

.atas nama Pemerintah Daerah, segera mengajukan

permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah

kepada Badan Pertanahan Nasionalj Kantor Pertanahan

setempat.

d. dalam hal terjadi sengketa kepemilikan tanah maka

Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau pejabat yang

ditunjuk wajib melakukan penyelesaian sengketa sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. melakukan inventarisasi dan pemeriksaan antara bukti

pemilikan tanah dengan kondisi fisik yang ada, jika

..terjadi perbedaan luas atau tidak diketahui

keberadaannya Pengelola Barangj Pengguna Barang

dapat membentuk Tim Penelusuran Aset Daerah.

f. Hasil inventarisasi sebagaimana huruf e, menjadi dasar

koreksi pencatatan.

9. mengubah bentuk tanah dari bentuk datar, baik

menjadi bentuk galian maupun menjadi bentuk

tanggul, yang dapat mencerminkan upaya

pengamanan Barang Milik Daerah dimaksud.

Paragraf 3

Pengamanan Hukum



Pengamanan administrasi terhadap Barang Milik Daerah

berupa Gedung dan/ atau Bangunan, dilaksanakan melalui

langkah-langkah sebagai berikut :

a. melakukan pencatatan berupa Gedung da n y at au

Bangunan secara manual maupun elektronik;

b. menyirnpan dan melengkapi dokumen kepemilikan,

yaitu:

1. Dokumen peroleharr/ pengadaan yang meliputi

antara lain:

a) Kontrak / Surat Perjanjian Kerja;

b) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

c) Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah

Pencairan Dana.

2. Izin Mendirikan Bangunan (1MB) dan Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB);

3. Jika tidak memiliki 1MB, dokumen pendukung yang

harus dimiliki, antara lain

a) As built drawing;

b) Denah situasi (kawasan/ site plan);

c) Berita acara lapangan;

d) Laporan hasil Inventarisasi;

e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai

yang ditandaLangani oleh Pengguna/ Kua sa

Pengguna Barang yang menyatakan bahwa

bangunan tersebut digunakan dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan

Daerah .

. 4. Keputusan Bupati tentang alih status penggunaan

gedung/bangunan untuk gedung/bangunan yang

diperoleh dari alih status penggunaan dari

Pasal 8

Bagian Ketiga

Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Gedung

dan/ atau Bangunan

Paragraf 1

Pengamanan Administrasi



statuse) Keputusan penetapan perubahan

penggunaan gedung/ bangunan.

perangkat daerah lain, dengan kelengkapan dokumen

berupa :

a) Surat pernyataan kesediaan menerima;

b) Berita Acara Serah Terima (BAST);

c) Keputusan penetapan status penggunaan

gedung/ bangunan; dan

d) Pelimpahan dokumen pendukung kepemilikan

gedung/ bangunan.

5. Perjanjian hibah masuk dari pihak lain dengan

kelengkapan dokumen berupa :

a) Surat Pelepasan hak perorangan/masyarakat

ulayat dan surat-surat terkait lainnya khusus

dari pihak lainnya;

b) Surat Keputusan/ Pernyataan ten tang bersedia

menghibahkan dari pemberi hibah ;

c) Surat pernyataan kesediaan me.nerima ;

d) Berita Acara Serah Terima (BAST); dan

e) Dokumen pendukung kepemilikan

gedung/bangunan.

6. Dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

c. rnenyirnpan dan melengkapi dokumen perubahan

status penggunaan gedung/ bangunan, berupa :

1. Perjanjian sewa me nyewe / pinjam pakai antara

Pengguna z Kuasa Pengguna Barang dengan pihak

ketiga dengan kelengkapan dokumen berupa :

a) Surat persetujuan Pengelola

Barang/ Bupati/ DPRD;

b) Kuitansi pembayaran, dan/ atau buk ti setor ke

Kas Daerah;

c) Berita Acara Serah Terima (BAST);

d) Surat pernyataan dari pihak ketiga untuk

bersedia bertanggung jawab dan menanggung

seluruh biaya pemeliharaan dan pengamanan

Barang Milik Daerah; dan



penggunaan gedung/ bangunan.

d. menyirnpan dan melengkapi dokumen alih

status/pemindahtanganan gedung/bangunan, berupa :

1. Keputusan Bupati ten tang alih status penggunaan

gedung/bangunan untuk gedung/bangunan yang

diperoleh dari alih status penggunaan dari

perangkat daerah lain, dengan kelengkapan dokumen

berupa :

a) Surat persetujuan Pengelola

Barang/ Bupati/ DPRD;

b) Beri ta Acara Serah Terima (BAST); dan

c) Keputusan Bupati ten tang penghapusan

selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah

tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).

2. Perjanjian jual beli, an tara Pengguna/ Kuasa

Pengguna Barang dengan pihak ketiga dengan

kelengkapan dokumen berupa :

a) Surat persetujuan Pengelola

Barang/ Bupati/ DPRD;

b) Risalah lelang atau Akta Jual Beli Notaris./ PPAT

(dalam hal gedung/ bangunan d ijua l tanpa

melalui lelang);

c) Bukti pelepasan hak;

d) Berita Acara Penelitian dan Periilaian;

statusperubahanpenetapann Keputusan

b) Risalah lelang/penunjukan langsung;

c) Kuitansi pembayaran, dan/ atau bukti setor ke

Kas Daerah;

d) Berita Acara Serah Terima (BAST);

e) Surat pernyataan dari pihak ketiga untuk

bersedia bertanggung jawab dan menanggung

seluruh biaya pemeliharaan dan pengamanan

Barang Milik Daerah; dan

Pengelola

2. Perjanjian KSP/BGS/BSG, antara Pengguna/Kuasa

Pengguna Barang dengan pihak ketiga dengan

kelengkapan dokumen berupa :

a) Surat persetujuan

Barang/Bupati/DPRD;



yang sejerus;

5. Laporan hasil inventarisasi Barang Milik Daerah;

6. Laporan Barang Milik Daerah Semesteran dan

Tahunan.

f. melaksanakan inventarisasij sensus Barang Milik

Daerah sekali dalam 5 (lima) tahun.

g. terhadap bangunan yang berdiri dia ta s tariah pihak lain

dilakukan upaya sebagai berikut :

1. melengkapi, menyirnpan dokumen perjanjian

dengan pihak lain dan mencermati perjanjian yang

sedang berlaku.

2. apabila tidak terdapat kejelasan status tanah

tersebut maka diupayakan supaya bangunan dan

tanah dijadikan satu kepemilikan.

penggunaan

administrasie. menatausahakan dokumen

gedungj bangunan lainnya seperti :

1. Keputusan penetapan status

gedungj bangunan;

2. KIB gedungj bangunan;

3. Sertifikat Layak Fungsi;

4. Catatan MutasijPerubahan yang mencatat

perubahan yang terjadi pada KIB atau kartu lain

e) Keputusan Bupati tentang penghapusan

selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah

tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST);

f) Berita Acara Serah Terima (BAST); dan

g) Kuitansi pembayaran, danj atau bukti setor ke

Kas Daerah.

3. Perjanjian tukar menukar antara Penggunaj Kuasa

Pengguna Barang dengan pihak lain dengan

kelengkapan dokumen berupa

a) Surat persetujuan Bupatij DPRD;

b) Peta situasi tanah dan pengganti atau gambar

bangunan;

c) Berita Acara Serah Terima (BAST); dan

d) Keputusan Bupati ten tang penghapusan Barang

Milik Daerah.



Pengamanan Fisik terhadap Barang Milik Daerah berupa

Gedung danjatau Bangunan, dilaksanakan melalui

kegiatan sebagai berikut :

a. membangun pagar pembatas Gedung danjatau

Bangunan (tembok, besi, seng, kawat berduri, danjatau

tanaman) dengan ketinggian disesuaikan dengan

kondisi gedung danjatau bangunan bersangkutan.

b. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama di

tempat yang strategis, sesuai dengan ketentuan :

1. dibuat dari bahan material yang tidak mudah rusak,

misalnya plat besi yang berukuran minimal lebar 50

(lima puluh) centimeter dan panjang 100 (seratus)

centimeter, atau papan nama yang dibuat dari batu

marmer, batu granit, dan batu alam lainnya.

2. dicat dasar warna putih untuk bahan material

selain yang terbuat dari batu;

3. diberi gam bar Logo Daerah Kabupaten Cirebon;

4. diberi tulisan nama, dengan urutan :

a) pada baris pertama diberi tulisan " TANAH DAN

BANGUNAN INI MILIKjDIKUASAI PEMERINTAH

KABUPATEN CIREBON" berwarna h ita m ;

b) pada baris kedua ditulis SHP Nomor, Kode ID,

Kode Lokasi dan Luas Tanah dan Bangunan.

c) pada baris ketiga ditulis nama satuan kerja yang

menguasai gedung dan j atau bangunan

bersangku ta n ;

d) pada baris paling bawah ditulis alamat gedung

danj atau bangunan tersebut secara lengkap,

meliputi nama dan nomor jalan, nama desa,

nama keca matan , nama kabupateri , nama

provinsi, dan kode pos.

5. Untuk papan nama berupa besi, tinggi tiang

minimal 180 centimeter dari permukaan tariah

derigan tiang pipa berdiameter minimal 2 (dua) inchi

Pasal 9

Paragraf 2

Pengamanan Fisik



yang ditanam menggunakan cor beton dengan

kedalaman minimal 0,50 (nol koma lima puluh)

meter dari permukaan tanah.

c. melakukan tindakan antisipasi untuk

mencegahjmenanggulangi terjadinya kebakaran yang

meliputi :

1. menyediakan tabung pemadam kebakaran dengan

jumlah maksimal se sua i kebutuhan dan

menempatkannya di tempat yang mudah dijangkau.

2. Menyediakan hydrant kebakaran dengan jumlah

maksimal sesuai kebutuhan dan menempatkannya

di tempat yang layak.

3. Memasang smoke detector di plafon pada tempat

tertentu sesuai kebutuhan.

4. memasang sprinkler di plafon pada tempat tertentu

sesuai kebutuhan.

5. memasang alarm kebakaran di setiap lantai sesuai

kebutuhan.

6. memastikan ketersediaan pintu darurat yang

memadai.

7. melakukan latihan dan j atau simulasi

penanggulangan kebakaranjgempa bumi secara

berkala.

d. memastikan kelayakan dan kelaikan jaringan listri k ,

jaringan air, dan jaringan lainnya jika ada, termasuk

pipa dan kabel, secara berkala.

e. membatasi dan mengendalikan akses keluar masuk

gedung danjatau bangunan serta fasilitas lainnya, baik

di dalam jam kerja maupun di luar jam kerja.

f. untuk gedung danj atau bangunan supaya dipasang

Closed Circuit Television (CCTV) baik di dalam maupun

di luar gedung danjatau bangunan, sedangkan bagi

gedung danj atau bangunan yang melakukan pelayanan

langsung kepada masyarakat supaya dipasang metal

detector di pintu masuk gedung danjatau bangunan.

g. menyediakan Satuan Pengamanan (Satpam) dengan

jumlah sesuai fungsi dan perun tukkan gedung

danj atau bangunan.



Pengamanan Administrasi terhadap Barang Milik Daerah

berupa Rumah Negara, dilaksanakan melalui langkah­

langkah sebagai berikut :

Pasal 11

Bagian Keempat

Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara

Paragraf 1

Pengamanan Adminislrasi

Pengamanan Hukum terhadap Barang Milik Daerah berupa

Gedung dan / atau Bangunan, dilaksanakan melalui

kegiatan sebagai berikut :

a. melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan

(1MB), bagi bangunan yang belum memiliki IMB;

b. melakukan pengurusan 1MB terhadap seluruh Gedung

dan z atau Bangunan yang berada dibawah penguasaan

Perigguna / Kuasa pengguna Barang;

c. dalam hal terjadi sengketa kepemilikan gedung maka

Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau pejabat yang

ditunjuk wajib melakukan penyelesaian sengketa se sua i

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melakukan inventarisasi dan pemeriksaan antara bukti

pemilikan bangunan I gedung dengan kondisi fisik yang

ada, jika terjadi perbedaan luas atau tidak diketahui

keberadaannya Pengelola Bararig/ Pengguna Barang

dapat membentuk Tim Penelusuran Aset Daerah.

e. Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pad a

huruf d, menjadi dasar koreksi pericata Lan.

Paragraf 3

Pengamanan Hukum

Pasal 10

pengamanan gedung oleh Satuan Pengamanan.

1. untuk gedung dan r atau bangunan yang difungsikan

sebagai Kantor Pemerintahan Daerah harus disediakan

tenaga penerirna tamu (receptionis).

Prosedur (SOP)h. membuat Standar Operasional



a. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa

Rumah Negara secara manual maupun elektronik;

b. menyimpan dan melengkapi dokumen kepemilikan,

yaitu :

l. Sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah;

2. Dokumen perolehanj pengadaan vang rneliput i

an tara lain :

a) KontrakjSurat Perjanjian Kerja;

b) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan

c) Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah

Pencairan Dana.

3. Surat Izin Mendirikan Bangunan (1MB);

4. Keputusan Penetapan Rumah Negara sesuai

Golongan;

5. Gambarjledger bangunan;

6. Keputusan Bupati tentang alih status penggunaan

rumah negara untuk rumah negara yang diperoleh

dari peralihan status penggunaan dari perangka l

daerah lain, dengan kelengkapan dokumen berupa

a) Surat pernyataan kesediaan menerima;

b) Berita Acara Serah Terima (BAST);

c) Keputusan penetapan status penggunaan; dan

d) Pelimpahan dokumen pendukung kepemilikan

rumah negara.

7. Perjanjian hibah masuk dari pihak lain, dengan

kelengkapan dokumen berupa

a) Surat Pelepasan hak peroranganjmasyarakat

ulayat dan surat-surat terkait lainnya khusus

dari pihak lainnya;

b) Surat Keputusanj Pernyataan tentang bersedia

menghibahkan dari pemberi hibah;

c) Surat pernyataan kesediaan menerima.

d) Berita Acara Serah Terima (BAST); dan

e) Dokumen pendukung kepemilikan .

.8. Dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

c. menatausahakan dokumen administrasi rumah negara

lainnya seperti :

1. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara;



Pengamanan Fisik terhadap Bararig Milik Daerah berupa

Rumah Negara, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. setiap rumah negara harus diberi patok dari ba ha n

material yang tidak mudah rusak, dengan ukuran

panjang dan tinggi disesuaikan dengan kondisi

setempat.

b. setiap rumah Negara harus dipasang papan nama yang

bertuliskan :

l. kata "RUMAH NEGARA" di ba ris a ta s:

2. kata " (PEJABAT DAERAH/UNIT ESELON

TERKAIT)" di baris tengah;

3. kata "PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

CIREBON" di baris bawah.

c. Penghuni rumah negara berkewajiban untuk :

1. memelihara rumah negara dengan baik dan

bertanggungjawab, termasuk melakukan perbaikan

kecil atas rurnah negara bersangkulan;

2. menggunakan rumah negara sesuai dengan fungsi

dan peruntukkannya;

3. membayar sewa rumah negara, listrik, air, telepon,

gas, biaya kebersihan, dan kcamanan, serta biava

Pasal 12

Paragraf 2

Pengamanan Fisik

perubahan yang terjadi pada KIB atau kartu lain

yang sejerus;

5. Keputusan pencabutan SIP;

6. Laporan hasil inventarisasi Barang Milik Daerah;

dan

7. Laporan Barang Milik Daerah Semesteran dan

Tahunan.

d. melaksanakan inven tarisa si / sensus Barang Mil ik

Daerah sekali dalam 5 (lima) tahun.

mencatatyangMutasi/ Perubahan4. Catatan

2. Dokumen perubahan status rumah negara;

3. KIB Gedung;



lainnya yang melekat pada rumah negara

bersangkutan; dan

4. mengosongkan dan menyerahkan rumah negara

beserta anak kuncinya dalam kondisi baik kepada

pejabat yang berwenang paling lambat dalam jangka

waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal

diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin

Penghunian (SIP).

d. Rumah negara dilarang untuk :

1. ditelantarkan oleh Penggunaj Kuasa Pengguna

Barang;

2. diubah sebagian atau seluruh bentuk rurnah ta n pa

izin tertulis dari pejabat yang berwenang pada

instansi yang bersangku tan;

3. digunakan tidak se suai dengan fungsi dan

peruntukkannya;

4. dipinjamkan atau disewakan rumah negara, baik

sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak

lain;

5. diserahkan baik sebagian maupun keseluruhannya,

kepada pihak lain;

6. dijaminkan rumah negara atau menjadikan rumah

negara sebagai agunan atau bagian dari

pertanggungan utang dalam be n tuk apapun.

e. berlaku dan berakhirnya penghunian rumah negara :

1. Hak penghunian rumah negara berlaku

sebagaimana ditetapkan dalam SIP, kecuali

ditentukan lain dalam keputusan pencabutan SIP.

2. Penghuni Rumah Negara yang tidak lagi menduduki

jabatan, yang menjadi dasar bagi yang

bersangkutan un tuk menghuni rumah dimaksud,

harus mengosongkan rumah negara yang dihuni

tersebut paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak

yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan

tersebut.

3. Penghuni dipindahtugaskan (mutasi) ke daerah atau

antar instansi maka rumah negara dimaksud wajib



dikosongkan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung

sejak tanggal keputusan mutasi;

4. Izin penghuniannya berdasarkan SIP telah berakhir,

maka rumah negara dimaksud wajib dikosongkan

paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal

berakhirnya izin penghunian dimaksud;

5. Penghuni ingin keluar dari rumah negara atas

kemauan sendiri maka rumah negara dimaksud

wajib dikosongkan paling la m ba t 1 (satu) bulan

terhitung sejak yang bersangkutan menyataka n

berhenti;

6. Penghuni pen siun, maka rumah negara dimaksud

wajib dikosongkan paling lamba t 5 (lima) bulan

terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan

pencabutan SIP;

7. Penghuni diberhentikan dengan hormat atau tidak

dengan hormat maka rumah negara dimaksud wajib

dikosongkan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung

sejak saat diterimanya keputusan pemberhentian

tersebut;

8. Penghuni melanggar larangan penghunian rumah

negara yang dihuninya maka rumah negara

dimaksud wajib dikosongkan paling lambat 1 (satu)

bulan terhitung sejak saat diterimanya keputusan

pencabutan SIP.

f. suarni / istri/ anak / ahli wans lainnya dari penghuni

Rumah Negara yang meninggal dunia wajib

mengosongkan rumah negara yang dihuni paling

lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat diterirnanya

keputusan pencabutan SIP.

g. pencabutan SIP Rumah Negara dilakukan oleh

Bupati/Pengelola Barang a tau Pejaba t yang ditunjuk.

h. pencabutan SIP rumah negara sebagaimana dimaksud

pada huruf g, dilakukan setelah diadakan penelitian

dan pemeriksaan, sehingga diperoleh bukti yang cukup

sebagai dasar penerbitan pencabutan SIP tersebut.

1. Pengelola Barang atau Pengguna ' Kuasa Pengguna

Barang memberikan surat peringatan kepada penghuni



Pengamanan Hukurn terhadap Barang Milik Daerah berupa

Rumah Negara, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. melakukan pendaftaran rumah ncgara ke instansi yang

berwenang;

b. melakukan pengajuan penetapan status golongan

Rumah Negara;

c. melakukan pemrosesan serLifikasi Lanah dan

pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

terhadap seluruh rumah negara yang berada dibawah

penguasaan Penggunaj Kuasa Pengguna Barang;

d. menerbitkan SIP kepada penghuni yang berhak, paling

lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat penghunian;

e. melakukan penyelesaian terhadap sengketa rumah

Negara; dan

f. dalam hal terjadi sengketa terhadap penghunian Rumah

Negara, maka Pengelola Barang, Penggunaj Kuasa

Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk wajib

melakukan penyelesaian sengketa sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

g. menerbitkan pencabutan SIP Rumah Negara, dengan

ketentuan:

l. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak

keputusan pindah tugas atau muLasi jaba ta n , bagi

penghuni yang dipindahtugaskan (mutasi) ke

Pasal 13

Paragraf 3

Pengamanan Hukum

Rumah Negara sebelum jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada huruf e, uru.uk segera mengosongkan

rumah negara yang dihuni.

J. dalam hal penghuni tidak melakukan pengosongan

rumah negara yang dihuni sebagaimana dimaksud pada

huruf i, maka Pengelola Barang a ta u Penggunaj Kuasa

Pengguna Barang melakukan pengosongan secara

paksa yang dalam pelaksanaannya dapat

dikoordinasikan dengan pihak terkait yang berwenang.



Pengamanan Administrasi terhadap Barang Milik Daerah

berupa Kendaraan Dinas Bermotor .Jabatan zOperasional,

dilaksanakan melalui langkah-Iangkah sebagai berikut :

a. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa

.Kendaraan Dinas Bermotor Ja ba tan/ Operasional

secara manual maupun elektronik;

b. menyirnpan dan melengkapi dokumen kepemilikan,

yaitu :

1. Dokumen perolehan/pengadaan yang melipuu

antara lain:

a) Kontrak / Surat Perjanjian Kerja;

b) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Bagian Kelima

Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan

Dinas Bermotor

Jabatan/Operasional

Paragraf 1

Pengamanan Administrasi

Pasal 14

berhenti atas kemauan sendiri ata u yang dikenakan

hukuman disiplin pemberhentian;

4. paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak saaL

terbukti adanya pelanggaran, bagi penghuni yang

melanggar larangan penghunian rumah negara yang

dihuninya; dan

5. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal

pensiun , bagi penghuni yang memasuki usia

pensrun.

terhitung scjak

penghuni yangkeputusan pemberhentian, bagi

daerah atau antar instansi atau penghuni yang tidak

lagi menduduki jabatan yang menjadi dasar untuk

menghuni rumah dimaksud;

2. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat

meninggal dunia, bagi penghuni yang meninggal

dunia;

3. paling lambat 1 (satu) bulan



c) Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah

Pencairan Dana.

2. Bukti PemiJik Kendaraan Bermotor (BPKB);

3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

4. Keputusan Bupati ten tang aJih status penggunaan

kendaraan bermotor untuk kendaraan dinas yang

diperoJeh dari peraJihan status penggunaan dari

perangkat daerah Jain, dengan keJengkapan dokumen

berupa :

a) Surat Persetujuan PengeJoJa Barang;

b) Kesediaan menerima;

c) Berita Acara Serah Terima (BAST); dan

d) Pelimpahan dokumen kepemiJikan.

5. Perjanjian hibah masuk dari pihak lain, dengan

keJengkapan dokumen berupa :

a) Surat PeJepasan hak dan surat-surat terkait

lainnya khusus dari pemberi hibah;

b) Surat KeputusanjPernyataan tentang bersedia

menghibahkan dari pemberi hibah;

c) Surat pernyataan kesediaan menerima;

d) Berita Acara Serah Terima (BAST);

6. Dokumen terkait Jainnya yang diperJukan.

c. rnenyirnpan dan meJengkapi dokumen perubahan

status penggunaan kendaraan dinas bermotor, berupa :

1. Perjanjian sewa menyewaj pinjam pakai

Penggunaj Kuasa Pengguna Barang kepada pihak

ketiga berikut dokumen yang mendahuluinya atau

mengikutinya, berupa :

a) Surat persetujuan PengeJoJa Barang;

b) Kuitansi pembayaran, danjatau bukti setor ke

Kas Daerah;

c) Berita Acara Serah Terima (BAST);

d) Surat pernyataan dari pihak ketiga un tuk

bersedia menjaga dan memeJihara Barang MiJik

Daerah; dan

e) Keputusan penetapan status penggunaan

kendaraan bermotor.



2. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik

Daerah, an tara Penggunaj Kuasa Pengguna Barang

kepada pihak ketiga dengan kelengkapan dokumen

berupa :

a) Surat persetujuan Pengelola Barang;

b) Risalah lelangj penunjukan langsung;

c) Kuitansi pembayaran, danjatau bukti setor ke

Kas Daerah;

d) Berita Acara Serah Terima (BAST);

e) Surat pernyataan dari pihak ketiga untuk

bersedia menjaga dan memelihara Barang Milik

Daerah; dan

f) Keputusan penetapan status penggunaan

kendaraan dinas bermotor.

3. Keputusan Bupati tentang alih status penggunaan

kendaraan bermotor untuk kendaraan dinas kepada

perangkat daerah tertentu, dengan kelengkapan

dokumen berupa :

a) Surat persetujuan Pengelola Barang;

b) Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan;

dan

c) Keputusan penetapan status penggunaan

kendaraan dinas bermotor.

4. Perjanjian jual beli, antara Penggunaj Kuasa

Pengguna Barang kepada pihak ketiga dengan

kelengkapan dokumen beru pa :

a) Surat persetujuan Pengelola Barang;

b) Keputusan Bupati tentang penghapusan;

c) Risalah Ielang penjualan kendaraan bermotor;

d) Berita Acara Serah Terima (BAST) Kendaraan;

dan

e) Kuitansi pembayaran, dan z atau bukti setor ke

Kas Daerah;

5. Perjanjian hibah keluar kepada pihak lain, dengan

kelengkapan dokumen berupa :

a) Surat Persetujuan Pengelola Barang;

b) Daftar Penerima Hibah;



Pengamanan Fisik terhadap Barang Milik Daerah berupa

Kendaraan Dinas Bermotor JabatanjOperasional,

dilaksanakan dengan keten tuan :

a. Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 15

Paragraf 2

Pengamanan Fisik

kendaraan dinas jabatan dan operasional.

e. Melaksanakan inventarisasij sensus Barang Milik

Daerah sekali dalam 5 (lima) tahun.

penggunaanjawabpenanggung

c) Surat Pernyataan bersedia menghibahkan dari

pemberi hibah;

d) Surat Pernyataan bersedia menerima;

e) Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

f) Berita Acara Serah Terima (BAST) Kendaraan;

dan

g) Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang

Milik Daerah.

d. menatausahakan dokumen administrasi kendaraan

dinas bermotor seperti :

1. Keputusan penetapan status penggunaan

kendaraan bermotor;

2. Surat Keputusan Penanggung

JawabjPemakaijPengurus Barang Milik Daerah;

3. Berita Acara Pemakaian Barang Milik Daerah;

4. Perjanjian Peminjaman Barang Milik Daerah bagi

pengguna yang bukan penanggung jawab Barang

Milik Daerah untuk kepentingan dinas;

5. Kartu Inventaris Barang (KIB);

6. Catatan Mutasij Perubahan yang mencatat

perubahan yang terjadi pada KIB atau kartu lain

yang sejeru s;

7. Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah;

8. Laporan Barang Milik Daerah Semesteran dan

Tahunan.

9. Keputusan



kerugian daerah, penanggung jawabjpeminjam

kendaraan dinas bermotor bertanggungjawab untuk

melakukan perbaikan j gan ti kerugian kendaraan

dimaksud;

9. Pengembalian kendaraan dinas bermotor dalam

kondisi baik kepada pejabat yang berwenang paling

lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja

terhitung sejak tanggal diterirnanya keputusan

pensiun atau dipindahtugaskan atau diberhentikan

dari satuan kerja asal Barang Milik Daerah;

10. Dalam hal batas waktu berakhir pengembalian

kendaraan dinas bermotor belum dilaksanakan,

mengakibatkansehinggaketentuanj peraturan

1. Kendaraan dinas jabatan hanya digunakan oleh

Pejabat Pemerintahan dalam meriunjang

pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan;

2. Menyediakan stiker kendaraan dinas untuk

dipasang pada kaca kendaraan roda empat atau

spakbor kendaraan roda dua, yang berlaku selama

masih menjadi Barang Milik Daerah;

3. Kendaraan dinas jabatan disimpan pada tempat

yang sudah ditentukan di lingkungan kantor dan

diberi pengaman berupa kunci ganda a tau sistem

pengamanan lainnya;

4. Karcia/ kartu parkir untuk kendaraan dinas jabatan

yang tidak dibawa pulang dipegang oleh penanggung

jawab kendaraan dinas operasional;

5. Kendaraan dinas operasional yang diparkir di luar

lingkungan kantor agar ditempatkan di area parkir

yang resmi dan z'atau dipastikan keamanannya;

6. Jika ditempatkan di rumah supaya diparkir di

lingkungan rumah dan diberi pengaman berupa

kunci ganda atau sistem pengaman lainnya;

7. Selain pejabat yang bersangkutan, kendaraan hanya

boleh dikemudikan oleh sopir j pegawai lainnya yang

telah ditunjuk sesuai dalam surat keputusan;

8. Jika kendaraan dinas mengalami kerusakanjhilang

karena penggunaannya tidak sesuai dengan



Pemerintahan Daerah;

2. Pengecualian atas ketentuan pada angka 1,

dirnungkinkan sepanjarig mendapatkan surat

penugasan dari Kepala Perangkat Daerah;

3. Menyediakan stiker kendaraan dinas untuk

dipasang pada kaca kendaraan roda empat atau

spakbor kendaraan roda dua, yang berlaku selama

rnasih menjadi Barang Milik Daerah;

4. Kendaraan dinas operasional disimpan pada tempat

yang sudah ditentukan di lingkungan kantor dan

diberi pengaman berupa kunci ganda atau sistem

pengamanan lainnya;

5. Karcisjkartu parkir untuk kendaraan dinas yang

tidak dibawa pulang dipegang oleh penanggung

jawab kendaraan dinas operasional;

6. Kendaraan dinas operasional yang diparkir di luar

lingkungan kantor agar ditempatkan diarca parkir

yang resrni danj atau dipastikan keamanannya;

7. Jika kendaraan dinas rnengalami kerusakanjhilang

karena penggunaannya tidak sesuai dengan

ketentuanj peraturan sehingga mengakibatkan

kerugian daerah, penanggung jawabjperninjam

kendaraan dinas bermotor bertanggungjawab untuk

melakukan perbaikan j gan ti kerugian kendaraan

dimaksud;

·8. Pengernbalian kendaraan dinas berrnotor dalarn

kondisi baik kepada pejabat yang berwenang paling

larnbat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja

fungsidinas yang meriunjang tugas dan

rnaka pejabat yang bertanggung jawab atas

pengelolaan Barang Milik Daerah wajib rnengambil

kern bali kendaraan dimaksud; dan

11. Dalarn hal kendaraan dinas sebagaimana dimaksud

pad a angka 9, tidak dapat diperoleh rnaka

mengakibatkan kerugian daerah.

b. Kendaraan Dinas Operasional

1. Kendaraan dinas operasional hanya digunakan

dalarn hari dan jam kerja dan untuk kepentingan



Pengamanan Administrasi terhadap Barang Milik Daerah

berupa Peralatan Kantor yang lermasuk kategori Peralatan

dan Mesin, dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai

berikut:

a. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah secara

manual maupun elektronik;

b. menyimpan dan melengkapi dokumen

perolehan/pengadaan, yaitu :

Pasal 17

Bagian Keenam

Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan Kantor

Selain Tanah, Gedung dan z atau Bangunan, Kendaraan

Dinas Bermotor Jabatan/Operasional, yang termasuk

kategori Peralatan dan Mesin

Paragraf 1

Pengamanan Administrasi

Pengamanan Hukum terhadap Barang Milik Daerah berupa

Kendaraan Dinas Bermotor Jabatan/Operasional,

dilaksanakan melalui pengurusan semua dokumen

kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK,

termasuk pembayaran Pajak Kcndaraan Bermotor (PKB).

Paragraf 3

Pengamanan Hukum

Pasal 16

terhitung sejak tanggal dilerimanya keputusan

pensiun atau dipindahtugaskan atau diberhentikan

dari satuan kerja asal Barang Milik Daerah;

9. Dalam hal batas waktu berakhir pengembalian

kendaraan dinas bermotor belum dilaksanakan,

maka pejabat yang bertanggung jawab atas

pengelolaan Barang Milik Daerah wajib mengambil

kembali kendaraan dimaksud;

10. Dalam hal kendaraan dinas sebagaimana dimaksud

pada angka 8 tidak dapat diperoleh maka

mengakibatkan kerugian daerah.



Pengamanan Fi sik terhadap Barang Milik Daerah berupa

Peralatan Kantor yang termasuk kategori Peralatan dan

Mesin, dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai

berikut:

a. menempelkan kode barang (register) pada Barang Milik

Daerah di tempat yang mudah dilihat;

b. membuat surat keputusan penanggung jawab untuk

Barang Milik Daerah yang sifatnya mudah berpindah

(laptop, infocus, kamera dan sejenisnya);

Paragraf 2

Pengamanan Fi sik

Pasal 18

1. Dokumen perolehanjpengadaan yang meliputi

antara lain:

a) Kontrakj Surat Perjanjian Kerja;

b) Berita acara serah terima hasil pekerjaan; dan

c) Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah

Pencairan Dana.

2. Perjanjian hibah masuk dari pihak lain, berikut

dokumen yang mendahuluinya atau mengikutinya,

berupa:

a) Surat Keputusanj Pernyataan tentang bersedia

menghibahkan dari pemberi hibah;

b) Surat Pelepasan dan surat-surat terkait lainnya

khusus dari pihak lainnya;

c) Surat pernyataan kesediaan menerima; dan

d) Berita Acara Serah Terima (BAST) Peralatan

Kantor.

c. menatausahakan dokumen administrasi Barang Milik

Daerah lainnya yang masuk kategori peralatan dan

mesin seperti :

1. Laporan hasil inventarisasi Barang Milik Daerah;

2. Laporan Barang Milik Daerah Semesteran dan

Tahunan.

d. melaksanakan inventarisasij sensus Barang Milik

Daerah sekali dalam 5 (lima) tahun.



c. Surat Keputusan Penanggung Jawab Barang Milik

Daerah;

d. Berita Acara Pemakaian untuk Barang Milik Daerah

yang sifatnya mudah berpindah (laptop, infocus,

kamera dan sejenisnya) antara PenggunajKuasa

Pengguna Barang dengan Penanggung Jawabj Pemakai

Barang Milik Daerah;

e. menyimpan barang di tempat yang sudah ditentukan di

lingkungan kantor serta diberi sistem pengaman

lainnya;

f. Barang hanya digunakan dalam kepentingan dinas yang

menunjang tugas dan fungsi pemerintahan daerah;

g. untuk Barang Milik Daerah yang sifatnya mudah

berpindah (laptop, infocus, kamera dan sejenisnya) yang

digunakan untuk kepentingan dinas harus dilengkapi

dengan surat tugas;

h. Surat permnjaman bagi pejabatj pegawai yang

meminjam untuk Barang Milik Daerah yang sifatnya

mudah berpindah (laptop, infocus, kamera dan

sejenisnya) yang bukan penanggungjawab Barang Milik

Daerah, dapat diberikan hanya untuk kepentingan

dinas;

1. dilakukan penjagaan Barang Milik Daerah yang sifatnya

mudah berpindah (laptop, infocus, kamera dan

sejenisnya) ketika ditinggal di dalam ruanganjmobil

pada tempat umum u n tuk kepcnlingan dinas;

J. apabila Barang Milik Daerah yang sifatnya mudah

berpindah (laptop, infocus, kamera dan sejenisnya)

mengalami kerusakanjhilang karena penggunaannya

tidak sesuai dengan ketentuanj pera tur an sehingga

mengakibatkan kerugian daerah maka penanggung

jawab Barang Milik Daerah bertanggungjawab untuk

melakukan perbaikanj ganti kerugian atas Barang Milik

Daerah dimaksud;

k. pengembalian Barang Milik Daerah yang sifatnya

mudah berpindah (laptop, infocus, kamera dan

..sejenisnya) dalam kondisi baik kepada pejabat yang



pemegang/penanggung jawab Barang Milik Daerah

atau penyimpangan dari ketentuan daJam Peraturan

Bupati ini.

kelalaiandankesalahansebagai akibat dari

Pengamanan Hukum terhadap Barang Milik Daerah berupa

Peralatan Kantor yang termasuk kategori Peralatan dan

Mesin, dilaksanakan melalui kegia tan:

a. melakukan pemrosesan TuntuLan GanLi Kerugian yang

dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab

atas kehilangan barang.

b. melakukan upaya penyelesaian yang dapaL ditcmpuh

terhadap segala permasalahan pada Barang Milik

Daerah yang kejadiannya dapat dibuktikan bukan

Pasal 19

Paragraf 3

Pengamanan Hukum

berwenang paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh)

hari kerja terhitung sejak :

1. habis masa penggunaan / peminjaman;

2. tanggal diterimanya keputusan pension; dan

3. dipindahtugaskan atau diberhentikan dari satuan

kerja asal Barang Milik Daerah;

1. dalam hal batas waktu berakhir pengembalian Barang

Milik Daerah belum dilaksanakan, maka pejabat yang

bertanggung jawab atas pengelolaan Barang Milik

Daerah wajib mengambil kembali Barang Milik Daerah

dimaksud;

m. dalam hal pengambilan Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada huruf I, tidak dapat

diperoleh maka Barang Milik Daerah tersebut

dinyatakan sebagai kerugian daerah.



pemindahtanganan Barang Persediaan yang akan

diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah,

yaitu :

1. Surat Keputusan Penetapan Penerima Barang

Persediaan;

2. Berita Acara Serah Terima dari Pengguria z Kuasa

pengguna Barang kepada Penerima Barang;

dokumenmelengkapidand .. menyimpan

Pcrscdiaarr/Kartu Pemakaian Barang Persediaan;

2. Laporan Persediaan Semesteran/Tahunan;

3. Berita Acara Opname Iisik , minimal 6 (enam) bulan

sekali;

4. Berita Acara Penitipan di tempat lain, jika gudang

yang tersedia tidak memadai; dan

5. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang

Periunjukan pengurus/penyimpan Barang

Persediaan.

BarangMengeluarkan

Persediaan seperti :

1. Surat Perintah

Barangadministrasi

Pengamanan Administrasi terhadap Barang Milik Daerah

berupa Barang Persediaan, dilaksanakan melalui langkah­

langkah sebagai berikut :

a. melakukan pencatatan Barang Persediaan secara

manual maupun elektronik;

b. menyimpan dan melengkapi dokumen

perolehan Zpengadaan, yaitu :

1. Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Barang Persediaan;

2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang;

3. Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah

Pencairan Dana.

c. menatausahakan dokumen

Bagian Ketujuh

Pengamanan Barang Milik Daerah

Berupa Barang Persediaan

Paragraf 1

Pengamanan Administrasi

Pasal 20



Pengamanan Fisik terhadap Barang MiJik Daerah berupa

Barang Persediaan, dilaksanakan meJalui kegiatan :

a. menempatkan barang se suai dengan frekuensi

pengeluaran jenis barang;

b. memperhatikan tata cara penumpukan barang yang

tepat;

c. menyediakan tabung pemadam kebakaran di daJam

gudang/ tempat penyimpanan;

d. melengkapi alat bantu penanganan barang di gudang,

seperti tangga, palet, kereta dorong roda dual empat dan

lain-lain;

e.. menyediakan tempat penyimpanan barang persediaan,

seperti filling cabinet, Jemari, gudang, koJam, kapal dan

lain-lain;

f. melindungi gudang/tempat penyirn parian dari

pengaruh hujan, banjir dan bahaya Jainnya;

g. mengunci gudang/tempat penyirnpanan persediaan

setiap waktu, kecuali dalam hal mengeJuarkan barang;

h. kunci gudang tidak boJeh dibawa puJang dan menjadi

tanggung jawab pejabat pengurus/penyimpan

persediaan;

1. .menambah prasarana penanganan barang di gudang,

jika diperlukan;

J. pengamanan barang persediaan dilakukan oleh pejabat

pengurus Zpenyirnpan Barang Milik Daerah;

k. menitipkan barang persediaan ke pihak Jain, jika

gudang yang ada tidak memadai.

PasaJ 21

Paragraf 2

Pengamanan Fisik

3. Keputusan Pemindahtanganan Barang kepada

masyarakat/ Perneri ntah Daerah.



Berwujud; dan

5. Dokumen Paten.

c. meriyimpan dan melengkapi dokumen

pemindahtanganan melalui hibah kepada pihak lain,

berikut dokumen yang mendahuluinya atau

mengikutinya berupa :

1. Surat persetujuan Pengelola Barang;

2. Surat keputusan tentang pemberian hibah ;

kegiatan

Aset Tak

Pengamanan Administrasi terhadap Barang Milik Daerah

berupa Aset Tak Berwujud (ATB), dilaksanakan melalui

langkah-langkah sebagai berikut :

a. melakukan pencatatan Aset Tak Berwujud (ATB) secara

manual maupun elektronik;

b. menyimpan dan melengkapi dokumen perolehan/

pengadaan, yaitu :

1. Kontrak/ Surat Perjanj ian Kerja Barang yang

menghasilkan ATB;

2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang.

3. Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah

Pencairan Dana;

4. Dokumen sumber perolehan

penelitian / kajian yang menghasilkan

Pasal 23

Bagian Kedelapan

Pengamanan Barang Milik Daerah

Berupa Aset Tak Berwujud (ATB)

Paragraf 1

Pengamanan Adminislrasi

Paragraf 3

Pengamanan Hukum

Pasal 22

Pengamanan Hukum terhadap Barang Milik Daerah berupa

Barang Persediaan, dilaksanakan melalui pemberlakuan

tuntutan ganti kerugian yang dikenakan pada pihak-pihak

yang bertanggung jawab atas kehilangan barang

persediaan.



Pengamanan Fi sik terhadap Barang Milik Daerah berupa

Aset Tak Berwujud (ATB), dilaksanakan melalui langkah­

langkah sebagai berikut :

a. membatasi pemberian kode akses hanya kepada piha k­

pihak yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap

pengoperasian suatu a plik a si;

b. melakukan penarnbahan sistem kearnanan terhadap

aplikasi yang dianggap strategis oleh Pengelola Barang

atau Pengguna Barang;

c. melakukan pengamanan terhadap aset sistem aplikasi

dan perangkatnya dari virus, sparn , hacking, trojan,

worm, spyware dan sejeriisnya;

d. melakukan penambahan sistem keamanan terhadap

aplikasi dan infrastruktur jaringan (hardware) yang

.dianggap strategis oleh Pemerintah Daerah dengan

menerapkan Standar Operasional Prosedur, Security

Policy dan teknologi;

e. membuat rancangan sistem yang tidak meninggalkan

celah-celah terjadinya penyusutan setelah sistem

tersebut siap dijalankan;

f. melakukan backup data secara rutin;

Pasal 24

Paragraf 2

Pengamanan Fisik

Tah uria n.

lainnyaadministrasidokumend. menatausahakan

seperti :

1. Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daer ah;

2. Laporan Barang Milik Daerah Semesteran dan

3. Surat pernyataan dari pihak lain untuk bersedia

menerima dan mencatat dalam Daftar Kepemilikan

Barang;

4. Berita Acara Serah Terima (BAST)Aset Tak

Berwujud ; dan

5. Keputusan Bupati tentang penghapusan selarnbat­

lambatnya 2 bulan setelah ta nggal Beri ta Acara

Serah Terima (BAST).



(1) Pemeliharaan dilakukan terhadap Barang Milik Daerah

yang tercatat dalam Daftar Barang Penggunaj Kuasa

Pengguna Barang tanpa mengubah, menambah atau

mengurangi bentuk ataupun kontruksi a sa l, sehingga

dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi

persyara tan.

(2) Penggunaj Kuasa Pengguna Barang melakukan

pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah yang

berada dalam penguasaannya secara rutin dan

sewaktu-waktu dengan memperhatikan karakteristik

masing-masing Barang Milik Daerah se suai dengan

kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi

pemerintahan, kondisi Barang Milik Daerah

bersangkutan, danj atau ketersediaan biaya.

(3) Penyelenggaraan pemeliharaan dimaksudkan untuk

mencegahjmemperbaiki Barang Milik Daerah terhadap

kerusakan yang disebabkan oleh faktor :

a. cuaca, suhu dan sinar;

b. air dan kelembaban;

Pasal 26

BABIV

PEMELIHARAANBARANGMILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pengamanan Hukum terhadap Barang Milik Daerah berupa

Aset Tak Berwujud (ATB),dilaksanakan melalui permohonan

perolehan hak atas kekayaan intelektual kepada instansi

yang berwenang secara berkala.

Pasal25

Paragraf 3

Pengamanan Hukum

g. menyirnpan dan mendokumentasikan hasil

penelitianjkajian yang dipatenkan;

h. menjaga fungsionalitas Aset Tak Berwujud (ATB)

sebelum dihibahkan kepada Pemerintah Daerah

danj atau pihak lainnya.



(1) Penggune /Kuasa Pengguna Barang diwajibkan untuk

.menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang

Milik Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memuat ketentuan mengenai macam/ jenis barang,

jenis pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan,

perkiraan biaya, waktu dan pelaksanaannya;

b. menjadi bahan dalam menyusun rencana kebutuhan

Barang Milik Daerah, khususnya Rencana

Kebutuhan Tah urian Barang Milik Daerah; dan

c. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik

Daerah disampaikan oleh Periggune / Kuasa

Pengguna Barang secara berjenjang kepada Bupati

melalui Pengelola Barang.

Pasal28

Bagian Ketiga

Rencana Kebutuhan Pemeliharaan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah da pat berupa :

a. Pemeliharaan ringan yang dilakukan sehari-hari oleh

unit pernakar/ pengurus barang/ penanggung jawab

barang tanpa membebani anggaran;

b. Perneliharaan sedang yang dilakukan secara ber kala

oleh tenaga terdidik/ terlatih yang mengakibatkan

pembebarian anggaran;

c. Pemeliharaan berat yang dilakukan secara sewaktu­

waktu oleh tenaga ahli yang pelak sanaan nya tida k

dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan

kebutuhannya yang mengakibatkan pernbebanan

anggaran.

Pasal27

Bagian Ked ua

Bentuk Pemeliharaan

c. fisik yang meliputi proses periuaan , pengotoran oleh

debu, benturan, getaran dan teka nan; dan

d. perubahan kualitas dan mengurangi kegunaan

barang.



Pasal29

(1) Pemeliharaan dilaksanakan oleh Pengguna ' Kuasa

Pengguna Barang terhadap Barang Milik Daerah yang

berada dalam penguasaannya sesuai dengan daftar

kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang ada.

(2) Pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah

ditetapkan dengan Sural Perin tah

Kerja/ Perjanjian / Kon trak yang di tanda tangani oleh

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan zatau pejabai

yang berwenang;

(3) Dalam rangka tertib pemeliharaan se.tiap je nis Barang

Milik Daerah, harus dibuat kartu pemeliharaarr/ perawatan

yang memuat :

a. nama barang;

b. spesifikasinya;

c. tanggal perawatan;

d. jenis pekerjaan atau pemeliharaan;

e. barang atau bahan yang dipergunakan;

f. biaya pemeliharaarr/ perawatan;

g. pihak yang melaksanakan pemeliharaan / perawatan;

h. hal lain yang diperlukan.

(4) Pencatatan dalam kartu perneliharaan r perawatan
Barang Milik Daerah dilakukan oleh pengurus barang.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pemeliharaan

(2) Rencana Kebutuhan Tahunan Pemeliharaan Barang

Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh Pengguna ' Kuasa Pengguna Barang

dan diajukan pada waktu dan menurut prosedur yang

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang­

undangan.



Pasa131

(1) Setiap pejabat danjatau pegawai negeri sipil, wajib

mengembalikan seluruh fasilitas Barang Milik Daerah

yang ada dibawah penguasaannya, dalarn hal:

a. mencapai batas usia pensiunjpurnabakti;

b. pindah tugas atau mutasi jabatan;

c. meninggal dunia.

(2) Pengernbalian Barang Milik Daerah sebagairnana

dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita aca ra

penyerahan Barang Milik Daerah.

(3) Dalarn hal kewajiban pengembalian Barang Milik

Daerah bagi pejabat danj atau pegawai negeri sipil yang

mencapai batas usia pensiunj purnabakti sebagaimana

dimak sud pada ayat (1) huruf a tidak dilaksanakan,

Pengelola Barangj pengguna Barang berhak menahan

Surat Keputusan PensiunjPurnabakti, Taspen dan

uang kadedeuh sebagai jarninan pengembalian Barang

Milik Daerah yang ada dibawah penguasaannya.

(4) Dalam hal kewajiban pengembalian Barang Milik

Daerah bagi pejabat danj atau pegawai negeri sipil yang

pindah tugas atau mutasi jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dilaksanakan,

BAB V

PENGEMBALIAN BARANG MILIK DAERAH

Perierimaan pekerjaan pemeliharaanj perawatan barang

dilaksanakan dengan ketentuan :

a. Pekerjaan perneliharaan barang yang akan diterima

harus dilakukan pemeriksaan oleh Penggunaj Kuasa

Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk;

b. Hasil perneriksaan dituangkan dalarn Ber ita Acara

Perneriksaan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh

PenggunajKuasa Pengguna Barang atau pejabat yang

ditunjuk;

c. Pelaksanaan pekerjaanjpemeliharaan barang dilaporkan

kepada Pengelola Barang.

Pasal 30



Diundangkan di Sum ber

pada tanggal 17 November 2023

UPATEN CIREBON,

IMRON

TTD

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 17 November 2023

BUPATI CIREBON,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati im dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Peraturan Bupati im mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Pasal 33

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Apabila kewajiban pengembalian Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, tidak dapat

dilaksanakan, Pengelola Barang atau Pengguna Barang

melakukan upaya penyelesaian melalui Tuntutan Ganti

Kerugian se suai ketentuan peraturan pcrundang­

undangan.

Pasal 32

maka Tunjangan Daerah/Tunjangan Tambahan

Penghasilan yang menjadi hak pejabat dan Zatau

pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak diberikan,

sam pal dengan Barang Milik Daerah terse but

dikembalikan kepada Perangkat Daerah yang

bersangku tan.


